
 
 

 
  

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
                                        NOMOR 14 TAHUN 2019 .6 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  

  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah serta adanya 
perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan 
lainnya ditingkat Pemerintah Pusat, terdapat Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah yang sudah tidak sesuai 
dan harus dilakukan pencabutan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1950   tentang    
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan 
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tmabahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang tata 
cara Tuntutan ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 
196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5934); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 83); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

dan 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH. 

 
Pasal 1 

 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: 

a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pemeriksaan Ternak Di Provinsi Jawa Tengah; 

b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Tuntutuan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan    

 

 



Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 
Nomor 111); 

c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2003 tentang 
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 113); 

d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Panas Bumi Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 30); 

e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 37, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 37); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 2 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah 

 
 
Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 12 September 2019 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 
ttd 

 
GANJAR PRANOWO 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 12 September 2019 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

            JAWA TENGAH, 

                       ttd 

 
SRI PURYONO KARTO SOEDARMO 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 14 
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (14-266/2019)  

 



 

 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

  NOMOR  14 TAHUN 20196  

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 
 

I. UMUM 

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah serta adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-
undangan lainnya ditingkat Pemerintah Pusat, terdapat beberapa 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang sudah tidak sesuai dan 
harus dilakukan pencabutan, yaitu: 

a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pemeriksaan Ternak Di Provinsi Jawa Tengah 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan keadaan khususnya peraturan perundang-undangan 
dibidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan 
Kesehatan Hewan; 

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. 

b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan 
Barang Daerah  

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan keadaan khususnya peraturan perundang-undangan 
dibidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yaitu: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Tuntutan Ganti Kerugian Negara/daerah Terhadap Pegawai Negeri 
BUkan Bendahara Atau Pejabat Lain; 

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. 

 

 

 

 



c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2003 tentang 
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan keadaan khususnya peraturan perundang-undangan 
dibidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi 
Daerah; 

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. 

d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Panas Bumi Di Provinsi Jawa Tengah  

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan keadaan khususnya dengan diundangkannya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi 
kewenangan di bidang energi dan sumber daya alam sub urusan energi 
terbarukan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.  

e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan  

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan keadaan khususnya dengan diundangkannya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa 
penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan 
kendaraan bermotor termasuk pengendalian muatan angkutan barang 
di jalan melalui jembatan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. 

Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, 
maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup Jelas 

Pasal 2 

Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 119 


